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Abstrak: Dewan Pengawas Syariah adalah ahli syariah yang diangkat oleh rapat umum 
pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan tugas memberikan 
nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan 
prinsip syariah. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui peranan dewan pengawas syariah 
pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode library research dengan mempelajari buku referensi dan hasil penelitian sejenis 
sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dewan pengawas syariah adalah 
Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang 
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 
Kata kunci: Peran, Dewan,Pengawas, Syariah, Indonesia 
 
Abstract: The Sharia supervisory board is a Shariah expert appointed by the General Meeting 
of shareholders on the recommendation of the Indonesian Ulama Council (MUI), with the task 
of providing advice and advice to the board of directors and supervising the company's 
activities in accordance with Sharia principles.This research serves to determine the role of 
Sharia supervisory board on sharia financial institutions in Indonesia. The method of research 
used is the library research method by studying the reference book and previous research 
results.The results showed that the role of the Sharia supervisory board was to ensure and 
supervise the suitability of the bank's operational activities against the fatwa issued by the 
National Sharia Council. 
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A. Pendahuluan 
Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah 
sepantasnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis Islam. Hal ini pun dinilai 
sebagai alternatif bagi perkembangan ekonomi nasional. Awal tahun 90-an, perbankan 
syariah menjadi barometer geliat Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yang saat itu 
ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat.1 
Hal ini kemudian mendorong bank-bank konvensional untuk membentuk cabang 
syariah, tak hanya perbankan tapi juga non-bank. Pertumbuhan ini terbilang pesat 
utamanya saat memasuki awal 2000-an. Gerakan sekelompok masyarakat yang 
mendukung alternatif ini bahkan memberi peran penting dalam perkembangannya.2 
Maraknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, kemudian menjadi 
perhatian khusus pemerintah, utamanya Kementrian Agama (Kemenag). Bahwa pendirian 
suatu perusahaan berbadan hukum tidak hanya mesti diawasi oleh negara dengan standar 
konvensional yang lebih dulu ada, melainkan oleh lembaga yang berkompeten dan 
memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaannya.3 
Di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dibentuklah Dewan 
Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan 2 fatwa serta secara 
mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang 
melanggar.4 
 
B. Pembahasan 
Definisi Dewan Pengawas Syariah 
Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari 
beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, 
pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan “syariah” adalah 
komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari 
bidang ibadah (habluminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang 
merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri 
                                                          
1Fadhilah Aziz, ”AnalisisKinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah”, 
Skripsi, (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2017), 1 
2Ibid., 1 
3Ibid., 1 
4Ibid., 2 
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meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan 
perniagaan disebut muamalahmaliyah.5 
Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi 
pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. DPS 
diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat 
rekomendasi dari DSN.6 
Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan 
saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.7 
Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah melanjutkan perpanjangan tangan Dewan 
Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah 
Nasional. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan 
syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan pebankan syariah baik itu bank 
syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga 
keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dewan Pengawas 
Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan 
syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang 
Direksi suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah berhak memberikan 
masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah.8 
Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa Dewan Pengawas Syariah 
merupakan badan yang independen yang bertugas dalam melakukan kegiatan pengarahan, 
pemberian nasihat, melakukan evaluasi, serta melakukan pengawasan pada setiap kegiatan 
bank syariah dalam rangka untuk memastikan bahwa di setiap kegiatan operasional 
perbankan telah dijalankan sebagaimana mestinya yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip 
syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.9 
 
Landasan Hukum Dewan Pengawas Syariah 
a. Al-Qur’an Surah Al-Mujadilah ayat 7. 
 
 
 
                                                          
5Fitri Afifah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan 
Implementasinya di Koperasi Syariah”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan 2018), 33 
6Ibid.,33 
7Ibid., 34 
8Ibid., 34 
9Afifah, “Perspektif Hukum..., 35 
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Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa 
yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan 
Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah 
keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 
banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian 
Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka 
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Mujadilah: 
7)10 
 Dari ayat di atas tidak secara langsung dan spesifik menjelaskan tentang 
pengawasan, akan tetapi jika dipahami betul-betul secara lebih mendalam lagi ayat 
tersebut memiliki makna yang berhubungan dengan pengawasan. Sehingaa jika 
dipahami dengan betul-betul ayat tersebut menjelaskan bahwa, pada dasarnya dalam 
Islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang 
keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga 
kita takut untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan. Sama halnya dengan 
kinerja dari Dewan Pengawas yang tugasnya mengawasi haruslah memiliki kesadaran 
diri akan tanggung jawab yang harus diembannya sehingga kinerja dari pengawasan 
yang dilakukan dengan optimal, terkontrol, dan sesuai dengan penetapan aturan yang 
tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan 
sebagaimana mestinya.11 
b. Fatwa DSN-MUI.  
c. Berdasar Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah untuk Koperasi Syariah.12 
d. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. 
e. Berdasar Pada Undang-Undang.13 
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:  
                                                          
10Khadim  al-Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), al-Quran dan Terjemahan, 2003), 909 
11Afifah, “Perspektif Hukum..., 39 
12Ibid., 40 
13Ibid., 40  
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1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum 
Konvensional yang memiliki UUS.  
2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.  
3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas 
memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar 
sesuai dengan Prinsip Syariah.  
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. (2) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai 
Eksistensi Dewan Pengawas Syariah. 
 
Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 
Dengan demikian keberadaan Dewan Pengawas pada setiap kantor pusat Lembaga 
Keuangan Syariah merupakan sebuah keharusan karena fungsi lembaga inilah yang 
membedakan antara Lembaga Keuangan Konvensional dengan Lembaga Keuangan 
Syariah. Jumlah pengawas syariah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) 
orang.14 
a. Peran dan fungsi DPS diatur di dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 
Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas 
Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Yaitu sebagai berikut :15 
1) Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh 
DSN. 
2) Fungsi utama DPS adalah: 
a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah 
dan pimpinan kantor cabang syariah yang mengenai hal-hal yang terkait dengan 
aspek syariah. 
b) Melakukan Pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam 
pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan/pengawasan atas 
produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. 
                                                          
14Ibid., 44 
15Ibid., 44 
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c) Sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan 
saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian fatwa 
DSN. 
b. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah 
DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut:16  
1) Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional; 
2) Mampu bertindak untuk kepentingan perusahaan pembiayaan syariah, uus dan/atau 
pemangku kepentingan lainnya;  
3) Mendahulukan kepentingan perusahaan pembiayaan syariah, UUS dan/atau 
pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi;  
4) Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk 
kepentingan perusahaan pembiayaan pembiayaan syariah, uus dan/atau pemangku 
kepentingan lainnya; dan  
5) Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi 
perusahaan pembiayaan syariah dan UUS. 
 
Lembaga Keuangan Syariah 
Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset 
utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, 
obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan 
bahan baku. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-
pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui 
kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan 
uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas diketahui bahwa lembaga 
keuangan adalah tempat transformasi atau perpindahan dana dari pihak yang mengalami 
kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit 
of funds).17 
Pengertian Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan 
Lembaga Keuangan Konvensional, hanya saja dalam Lembaga Keuangan Syariah 
                                                          
16Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014, 20 
17Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali, “Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga 
Keuangan Konvensional ”, Jurnal Iqtishoduna Vol. 14 No 1, 2018, 16 
112 Vol. 06  No. 02 November  2019: 106 – 115 
 
memiliki prinsip yang tidak sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip 
hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 
syariah.18 
Bentuk Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang ada pada Lembaga 
Keuangan Konvensional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Lembaga Keuangan Syariah 
Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah NonBank.19 
Lembaga Keuangan Syariah Bank meliputi :20 
a. Titipan atau simpanan (Al-Wadi’ah) 
b. Bagi Hasil Dalam prinsip bagi hasil dibagi menjadi beberapa prinsip, yaitu:  
1) Mudharabah 
2) Musyarakah 
3) Muzara’ah 
4) Mukhabarah 
c. Jual Beli 
1) Murabahah. 
2) Salam. 
3) Istishna’ 
d. Sewa (Ijarah). 
e. Jasa  
1) Wakalah. 
2) Kafalah  
f. Hawalah  
g. Rahn 
h. Qardh 
Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Lembaga-lembaga keuangan syariah non-
bank jenis-jenisnya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. 
Hanya ada 1 lembaga yang dimiliki bank syariah namun tidak dimiliki bank konvensional, 
lembaga tersebut adalah BMT atau Baitul Maal wat Tamwil. BMT terdiri dari 2 istilah 
yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal dalam lebih mengarah pada usaha 
                                                          
18Ibid., 19 
19Ibid., 19  
20Syauqoti, “Analisis Sistem..., 21 
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pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. 
Sedangkan baitut tamwil lebih pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial.21 
 
Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia 
Pada prinsipnya, seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu 
perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan 
jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai 
anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan 
syariah lainnya1 . Kredibilitas suatu lembaga keuangan syari’ah ditentukan oleh 
kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan 
fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun 
jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders lembaga keuangan syariah.22 
Kemudian menurut keputusan DSN-MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum 
dewan pengawas syariah adalah:23 
a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan 
pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;  
b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam 
mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga 
keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN 
Tugas Dewan pengawas Syariah yang tertulis dalam keputusan Menteri Koperasi 
dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 13 adalah sebagai 
berikut:24 
a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi 
kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah 
b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan 
produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;  
c. Mengawasi pengembangan produk baru;  
d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; 
                                                          
21Ibid .,  23 
22Itsna Nur Farikhah, ”Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS)”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo , 
2018), 63 
23Ibid., 67 
24Ibid., 67  
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e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan 
syariah. 
 
 
C. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian kali ini dapat di tarik 
kesimpulan, bahwa: 
1. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi 
pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. DPS 
diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah 
mendapat rekomendasi dari DSN 
2. Landasan hukum dewan pengawas syariah: 
a. Al-Qur’an 
b. Fatwa DSN-MUI 
c. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 
d. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 
e. Berdasar Pada Undang-Undang. 
3. Peran dan fungsi dewan pengawas syariah 
a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah 
dan pimpinan kantor cabang syariah yang mengenai hal-hal yang terkait dengan 
aspek syariah. 
b. Melakukan Pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam 
pelaksanaan fatwa DSN, serta memeberikan pengarahan/pengawasan atas produk 
/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. 
c. Sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran 
pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian fatwa DSN. 
4. Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan Lembaga 
Keuangan Konvensional, hanya saja dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki 
prinsip yang tidak sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 
oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah 
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5. Kemudian menurut keputusan DSN-MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum 
dewan pengawas syariah adalah:  
a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah 
dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek 
syariah;  
b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam 
mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga 
keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN 
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